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Restrukturisasi Industri
Kehutanan Menuju Industri Hutan

Berbasis IKM di Indonesia’

MangaraTambunan

Struktur industri kehutenan soal inf cenderung bias pada industri
berskaia besar don kurang mengaitkan kegiatan ekonomi hutan
dengan ekonomi lokal dalam upaya menciptakan lapangan ketja
dan mengurangi kemiskinan. Permasafahan kelembagoan berupa
lemahnya law enforcement tefah mengurangi investasi mengiringi
berkembangnya industri berskala besar. Di sisi Iain, industri skala
menengah sebagai penyeimbang ternyata tidak tumbuh seftingga
memunculkan fenomena missing of the middle dalam indusers
kehutanan. Industrialisasi kehutonan berbasis skola kecil dan
menengah diharapkan dapat mengurangi permintaan terhodap
bahan baku kayu, Untuk ini, Pemerintah perly melokukan restruk.
turisasi industef di sektor kehutanon. Kungi dari program restruktusisasi
industri kehutanan secara efektifl ditunjukkon ofeh keterkotion
kebijakan industri {industrial policy) dengon kebijokan pemanfoatan
{eksploitosi) hutan {forest policy). Kebijakon down sizing industri
kehutonan tidak cukup untuk mengurongi tekonan terhadap huton
sehinggo intervensi harus juge dilakukon di sisi suplai. Pemerintah
horus meninjau uniuk mengganlti sistem hok pengusahaan hutan
{HPH} dengon sistem yang febih mengqunokan sistern mekanisme
poasor (bidding sysiem). Sistem pasar ini mensyaratkan odanya
perusahaan pada pasar kayu don non kayu, Dalam posar kayu ini,
industei pengolohan IKM (Indusisi Kecif don Menengah) diupayakan
mendapat akses yang lebih besar memosuki pasar kayu bulat.

Kata kunci: indusiri kehutenan, IKM, eksploitasi hutan, restrukturisasi

Sebagian materi tulisan Ini bersumber dari makalah yang disampaikan pada sem|nar di Fakullas Kehutanan IPB,
Dermaga, Bogor, 16 Desember 2002, dan hasil revisi makalah berdasarkan permbahasan pada tanggal 6 Juni 2005.
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Di awal 1ahun 1970-2n, Pemerintah
Orde Baru melihat ada dua kekayaan
sumber alam yaitu hasil butan dan
pertambangan yang dapat dimanfaatkan
untuk menopang ekspor dan pertumbuhan
ekonomi. Kedua jenis sumber daya alam
tersebut, dengan beragam preduknya,
pada saat itu diharapkan dapat menjadi
sektor utama dalam mengejar penerimaan
negara untuk membiayai pembangunan.
Pada periode 1970 hingga 1957, yaitu pericde
saat Pemerintah Indonesia mengadaptasi
strategi industrialisasi bersifat subsitusi
impor, pertumbuhan ekonomi rata-rata
Indonesia mencapai sekitar 6,5 persen per
tahun.

Pada tahun 1983, ketika harga
minyak jatuh dari sekitar US$29 menjadi
di bawah US$10 per bamel, tekanan terha-
dap pemanfazatan sumber daya alam hutan
menjadi semakin kuat guna mensubsi-
tusi hilangnya devisa yang berasal dari
minyak. Tahun 1984 Indonesia memasuki
periode industrialisasi berasas promosi
ekspor {EP) dengan sistern ekonoemi terbuka
hingga sekarang. Walau eksploitasi hutan
produksi sesungguhnya telah lama dimulai,
tidak dapat disangkal bahwa masa Peme-
rintahan Orde Baru merupakan periode
yang memperlihatkan betapa intensif dan
meluasnya kegiatan eksploitasi hutan di
Indonesra mulai dari Sumaters, Kalimantan,
Sulawesi, hingga ke Irian Jaya {sekarang
Papua).

Hingga sebelum krisis ekonomi
peranan sektor kehutanan masih menun-
jukkan peningkatan yang cukup signifikan
namun kernudian menurun sejak krisis
ekonomi pada tahun 1997 {Tabel 1). Dalam
dua dekade terakhir atau lebih, sektor
kehutanan menghadapi masalah defo-
restasi yang luar biasa. Kemungkinan akan

terjadinya kepunahan hutan tropis Indo-
nesia sangat dikhawatirkan oleh peme-
rintah, masyarakat, lembaga swadaya
masyarakat (LSM) di dalam dan luar
negeri, serta dunia internasional. Sampai
saat ini isu tersebut bahkan masih menjadi
subyek perdebatan di berbagai badan
dunia, diantaranya International Monetary
Fund {(IMF) dan Bank Dunia. Kekhawatiran
tersebut sangat beralasan karena hutan
tropis Indonesia berperan besar sebagai
paru-paru kehidupan dunia yang
menyuplai oksigen bagi penduduk dunia.
Tantangan besar bagi Indonesia adalah
menjaga keseimbangan antara kegiatan
eksploitasi sektor kehutanan dan upaya
pelestarian alam. Lemahnya kelemba-
gaan (institusi) pemerintah dalam menja-
lankan fungsi monitering dan evaluasi
telah menyebabkan ketidakpastian.
Kondisi tersebut diperburuk oleh lemahnya
pelaksanaan hukum terhadap para
pelanggar kaidah hutan lestari.
Pertumbuhan investasi yang pesat
pada industri di sektor kehutanan selama
masa orde baru telah memberi kontribusi
yang besar terhadap kerusakan hutan,
Sistem eksploitasi melalui pemberian
pemilikan konsesi hak pengusahaan
hutan (HPH) kepada investasi swasta sejak
tahun 1967 tidak dapat lagi dikendalikan
oleh Pemerintah. Pada tahun 1993 saja
realisasi penanaman medal di sektor
kehutanan tercatat mencapai 1J55253,9
juta, atau sekitar lima persen dari total
investasi pengusaha domestik sebesar
US45,5 miliar. Pernbagian HPH dilakukan
jauh dari iklim kempetensi, apalagi
kompetisi pasar. Pembagian dilakukan
berdasarkanlobi pelitik, pertemanan, atau
“teman dekat pendukung” Tidak ada
kaitan sama sekali antara pengalaman
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Tabel1.
Beberapa Indikator Penting Kinerja Sektor Kehutanan
T ahuwun
Ne. Indikator
1981 1985 1950 1995 2000
1 | Kontribusi Sektor Kehutanan 3,25 1,99 2,49 3,95 2,82
terhadap GDP (%}
2 | Kontribusi ekspor kayu 5,98 10,40 8,49 2,21
rerhadap total ekspor (%) .
3 | Total Area Hutan {000 ha) 113076 113433 111774 112198 94 893
a Hutan Lindung (%) 26,84 2673 2653 26,55 30,60
b SuakaAlamdam 16,52 16,51 17,14 173 23,00
Hutan Wisata (%)
¢ Hutan Produksi 26,90 29,61 26,46 26,63 17,08
Terbatas {%)
d. Hutan Produksi Tetap (%) 29,75 29,86 29,88 29,59 29,32
4 | Penurunanareal {356,8) 16588 {423,3) 173039
hutan (000 ha}
S | Hak Pengusahaan Hutan {HPH}
a. Jumiah HPH {unit) 521 583 692 359
b. Luas HPH (000 ha) 50789 53375 59399 70161 38879
6 | Hutan Tanaman (ndustri (ha) 163874 326448 114,122
2. HTl Pulp 65661 162200 79588
b. HIT Kayu Lapis 104213 54445 14072
7 | Produlsi [000M3)
a_KayuBulat {log) 159544 | 149034 | 248426 | 246444 | 2493532
b. Kayu Gergajian 2659,1 25123 29446 23931 35359
¢ Plywood 16790 na 6650,7 38584 39362

Sumber : Stalstik Kehutanan beberapa 1ahun,Depanemen Kehutz nan {dielah)

dalam pengelolaan hutan dan pemberian
HPH sehingga banyak pemilik HPH
menjadi rent seekers semata. Sistem dan
pasar HPH semacam ini menunjukkan
kepemilikan dapat dengan mudah
terkonsentrast hanya di tangan segelintir
pengusaha besar?.

Tulisan ini bertujuan menganalisis
kernungkinan melakukan restrukturisasi
industri di sektor kehutanan. Salah satu
alternatif adalah dengan memilih indus-
trialisasi sektor kehutanan berbasis industri
kecil menengah {IKM). Krisis ekonomi
yang dimulai tahun 1997, dan krisis ling-

Penulis 1elah mengadakan beragam survey lapangan dan kunjungan puluhan HPH di Riau dan Kalimantan dan

menemukan bahwa managemen jupir pengusaha terhadap cksploilasi reboisasi, pengolahan lahan, perbatasan
dan lain sebagainya 1idak menwruli apa yang 1elah ditatapkan, Begiw rumit masalah kehutanan tidak dapat
diselesaikan. Sefalu diterima ralusan benturan aturan dan kepentingan yang tidak terselesaikan,
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kungan yang terus berlangsung hingga
saat ini seharusnya menawarkan
momentum baru bagi terjadinya
reformasi dan reposisi strategi dan
industrialisasi tersebut.

BAGAIMANA SEKTOR KEHUTANAN
BERUBAH ?

Saat ini kesenjangan antara
penyediaan bahan baku kayu dengan
permintaan kapasitas industri semakin
besar. Kesenjangan ini menunjukkan mulai
terancamnya multifungsi hutan yang
akan segera berpengaruh terhadap
kesehatan lingkungan dunia. Berbagai
indikator yang disajikan pada Tabel 1
menunjukkan tingkat penebangan hutan
yang semakin meningkat, diikuti oleh
terus bertambahnya jumlah pabrik
pengelahan kayu termasuk yang tidak
memiliki ijin. Dalam proses perubahan
yang negatif itu, Pemerintah menghadapi
dilema yaitu kegamangan dalam meng-
hindarkan sejauh mungkin terjadinya
destruksi sektor kehutanan akibat proses
deforestasi yang semakin meluas. 04 satu
sisi Pemerintah memutuskan untuk tetap
melanjutkan ekspleitasi sektor kehutanan
sebagai sumber pertumbuhan ekonomi
dan ekspor non-migas, namun di sisi
lainnya tidak ditemui ada kemajuan yang
berarti di bidang pelestarian hutan dalam
dua dekade atau lebih. Penyebabnya
terletak pada sifat pengelolaan dan
kelembagaan yang tidak pernah dibangun
secara solid sejak awal.

Dalam proses perubahan dan
kerumitan masalah di atas, tekanan dari
LSM dan masyarakat internasional
kepada Pemerintah Indonesia melalui IMF
dan Bank Dunia semakin menguat agar
Indonesia tetap menjaga prinsip hutan

tropis lestari. Hal ini ditandai oleh
berbagai ketegangan yang terjadi antara
Pemerintah Pusat, daerah dan gerakan-
gerakan pelestarian hutan. Bahkan telah
terjadi perselisihan antara Pemerintah
Pusat {sebagai regulator dan pemberi ijin
tunggal) dengan daerah dan masyarakat
swasta yang mengeksploitasi tanah
¢akupan kehutanan. Untuk mendudukkan
sejumlah permasalahan sektor kehutanan,
perlu ditelusuri berbagai perubahan
mendasar yang berpengaruh secara
langsung dan tidak langsung terhadap
kondisi dan kinerja {termasuk kerusakan)
sektor kehutanan.

Kontribusi Sektor Kehutanan: Produksi
dan Ekspor

Kontribusi sektor kehutanan {produk
kayu dan non-kayu) terhadap produk
domestik brute (PDB) tumbuh pesat
hingga pertengahan tahun 1990-an,
namun merosot sekitar 28 persen setelah
krisis ekonomi {Tabel 1). Penurunan
tersebut diduga disebabkan oleh tiga
faktor yaitu: [1] penurunan efisiensi pada
industri sektor kebutanan, [2] keterba-
tasan ketersediaan bahan baku sehingga
kapasitas industri terpasang tidak dapat
dipenuhi, dan [3] penurunan permintaan
terhadap produk kayu akibat cukup
tingginya subsitusi terhadap produk
kayu bagi keperluan industri, terutama
perumahan.

Fakror kedua merupakan faktor
yang paling mungkin berpengaruh
terhadap penurunan kontribusi sektor
kehutanan karena banyak data yang
mendukung hal tersebut. Tabel 2 menun-
jukkan terjadinya kesenjangan penggu-
naan kapasitas industri yang semakin
besar yang ditandai dengan pemanfaatan
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kapasitas terpasang yang makin kecil. Hal
ini menunjukkan telah terjadinya per-
geseran (dengan adanya kesenjangan}
ketersediaan bahan baku dan kapasitas
industri terpasang saat ini. Kondisi
kesenjangan ini terjadi karena tidak ada
kemajuan berarti yang diperoleh dalam
upaya reboisasi sektor kebhutanan.

Daia di atas menunjukkan bahwa
pemanfaatan kapasitas industri menurun
cukup tajam dari rata-rata sekitar 66
persen pada tahun 1996 menjadi hanya
sekitar 45 persen pada tahun 2000.
Penurunan terbesar dialami oleh industri
pulp {kode ISIC 34190) dan industri skala
menengah. Namun secara keseluruhan,
industri pengolahan kayu pada tahun
2000 rata-rata hanya memanfaatkan
kapasitas mesinnya kurang dari 50 persen.
Bahkan pada industri pulp dan kertas,
pemanfaatan kapasitas industrinya hanya
mencapai 21 persen pada tahun 2000
Kondisi ini mencerminkan kesenjangan
yang semakin besar antara kebutuhan
bahan baku industri pengolahan kayu
dengan ketersediaan kayu, khususnya
pada industri skala menengah dan besar.
Pada industri skala kecil, penurunan
pemanfaatan kapasitas mesin tidak
signifikan. Pada industri kecil kayu lapis

Vol to. |, Agustus. 2005 {37-58)

{plywood) dan vener, permanfaatan kapasitas
mesin justru meningkat. Secara implisit
kondisi ini menunjukkan bahwa industri
kecil kayu lapis dan vener masih bisa
mendapatkan bahan baku untuk meme-
auhi kapasitas mesin yang dimiliki.
Sejak awal desain strategi indus-
trialisasi di sektor kehutanan adalah
membangun pabrik pengolahan kayu
dengan menggunakan regim instrumen

strategi industei subsitusi impor {51) dan

mendahulukan membangun industri
hulu dan hilir. Industri huly, yaite industri
pengolahan berskala besar dan padat
modal, beroperasi sebagai penyedia
bahan baku bagi industri hilir. Strategi
industrialisasi berdasarkan substitusi
imper dan bertujuan meningkatkan ekspor
non-migas dikaitkan dengan pemberian
lisensi khusus HPH karena pemberian ijin
industri mensyaratkan adanya HPH
berskala luas. Strategi industrialisasi ini
pada akhirnya telah menghasilkan industri
pengolahan hasil hutan berskala besar,
yang kemudran dikritik secara tajam oleh
beragam kalangan di dafam dan lvar
negeri terutama sejak krisis ekonomi Asia
tahun 1997.

Penelitian atas terjadinya kesen-
jangan antara kebutuhan dan keter-

Penggunaan Kapasitas oleh IndustriPengolahan Kayu menurut Skala Usaha {%)

Menengah Besar Total

1995 2000 | 1996 2000 | 1996 2000

634 39.4 66,9 453 65,1 44,0
6816 42,8 66,6 50,9 66,9 49,6

86,0 135 77,6 49,9 73.6 49,0
725 233 &7 .8 52,2 6B,6 528
585 34,6 66,1 21.3 64,1 7.5

Tahel 2.
Kedil
Jenis Industr

19956 2000
Penggergajiandan Pengolahan kayu 649 446
Industri pintw, kusen dshdari kayu 70,5 51.8
Industri plywood (kayu lapis) 39,6 45,6
Induslri veaer,woolplwk dan sejenisnya 70,6 74,6
Industri Pulp dankertas 64,5 50,9
Total 65,6 45,2

£33 39,7 63,0 471 66,4 458

Sumber :Surveiindustrimenengah dan besar, BPS (diotah)
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sediaan kayu juga dilakukan oleh Brown
{1999). Dari hasil penghitungannya, defisit
kayu diperkirakan mencapai sebesar 25
juta m* per tahun. Lalu mengapa Peme-
rintah Indonesia, dalam mengeluarkan
ijin industri kayu, tidak melakukan perhi-
tungan cermat terhadap ketersediaan
bahan baku dan bahaya lingkungan yang
mengikutinya? Kegagalan Pemerintah
berkisar pada masalah kelembagaan di
bidang kepastian hukum dalam pemberian
perijinan umum (jjin usaha) dan perijinan
khusus {ijin tebang dan ekspor). Pemberian
perijinan tidak dilakukan secara layak
(transparant, accountable and rule of
obligation) dan tidak pernah dapat
diawasi? Data padaTabel 1 menunjukkan
bahwa dengan jumlah HPH dan |uas
konsesi yang cukup besar [pada tahun
1985 terdapat 692 HPH dengan luas
kansesi lebih dari 70 juta ha), produksi
kayu bulat tercatat hanya mencapai
sekitar 24 juta m3. Hal ini seharusnya
menimbulkan tanda tanya, apakah
pengusaha tidak memanfaatkan konsesi
yang dimilikinya? Padahal sudah umum
diketahui bahwa pengusaha khususnya
di sektor kehutanan cenderung memiliki
sifat rent seeker cukup dominan.

Kinerja ekspor produk kehutanan
juga menunjukkan peningkatan yang
cukup pesat pada masa pemulihan
setelah krisis, meski kembali mengalami
penurunan pada tahun 2001, Peningkatan
paling menonjol terlihat pada ekspor
produk furnitur yang pada tahun 1999
meningkat cukup tajam dan tetap tumbuh

positif pada tahun 2000. Kinerja ekspor
yang relatif stabil dialami praduk kertas
dan pulp yang selalu tumbuh positif,
meskipun kecil, kecuali pada tahun 2001.
Secara ringkas, kinerja ekspor hasil hulan
pada masa krisis dan pemulihan disajikan
pada Tabel 3.

Angka peningkatan kontribusi kayu
dalam komposisi ekspor non-migas tidak
memperhitungkan iffegal export terutama
kayu bulat dan gergajian, Padahal kegi-
atan tersebut telah menimbulkan kerugian
yang besar secara ekonomis pada rnasya-
rakat dan pemerintah. Menurut prediksi
Forest Watch Indonesia {2001), apabila
penebangan kayu terus berlanjut pada
tingkat yang ada sekarang, maka tidak
mustahil Indonesia akan mengikuti jejak
Thailand dan Filipina yang tidak pernah
lagi berhasil menempatkan diri pada
posisi semula {irreversiblel. Model penga-
laman habisnya hutan di Jawa dapat
digunakan sebagai cerminan masa depan
hutan di luar Jawa. Ada kekhawatiran,
konsep “kebun] dan *hutan jati® di Jawa
dengan mudah dapat tertular ke sektor
kehutanan di luar Jawa.

Kebijakan Eksploitasi Hutan

Sektor kehutanan berperan lebih
luas dari sekedar sebagai penyedia bahan
baku bagi industri pengolahan kayu.
Hutan berperan sangat besar dalam
kehidupan manusia yaitu sebagai produsen
dan penyedia oksigen, wild life, plasma
nutfah, sumber air, dan penyeimbang
lingkungan. Sumber kekayaan hutan harus

Terhadap perjinan urmum [[lin usaha dan sebagalmya) dan khusus {rencana tebang tahunan) dan berbagai kalangan

berpendapal bahwa Jumlah"rent seekers” hingga penyuapan merupakan dua problema yang sangat burukc Birokrasi
yang korup ditingkat nasional dan daerah tidak kuasa menolak segala sogokan. Akan tetapl sermua sogokan akan
tertimpa ke langan kansumen juga. Masalah inl merupakan masalah kelernbagaan dalam wilayah kapasitas hukum

dan sistem peradilan tidak berjalan disekior kehuanan,
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Tabel3.
Nilai dan Perubahan Ekspor Industri Hasil Hutan dan Selulosa
T a h un
Komoditas
1997 1998 1999 2000 2001
Kayu gergajian USs3s 000 109 346 62 607 77970 70812 82 401
% {-42,74) (24,54} {-9,18) {16.37)
Kayu Lapls ussopo | 3413315 2079950 | 2259416 | 1990823 | 1849 336
% {-39,06) {8,63) {-11,89) 7,11}
Fumnlture USS 000 972 272 484 057 1287062 | 1644086 | 15B5 39
% (-50,21) {165,89) (27,74} [-3.57)
Wood working Us$ 00Q 1 680 701 2058674 | 1072332 | 1014194 886 082
% (24,29) {-48,66) {-5,42) {-12,63)
Rotan olahan Uss oo 279 468 248 420 323 845 325 005 07 709
% 11,11) {30,36) {0,36) {-5,32)
Pup Uss 000 489 432 689 895 475 062 710 573 493 093
% {40,96) (:31.14) {49,57) {:30,61)
Kerias USs 000 731 037 1198151 | 1496830 | 1751035 | 1258575
% {63.90} (24,93 16,98} 28,17
Barang kertas percetakan| USS 000 13 061 15 825 35 519 50 694 54 ao4
% {21,16) {124,45) (42.72} 18,12)
Lalrya USS 000 194 339 211 577 433 202 489 613 558 165
% 16,87) (104,75) {13.02) {14.00)
Jumlah Ussooo | 7882971 7079367 | 7461362 | poAsEa2 | 7075573
% {-10,19) {5.40) {7.85) 12,07}

Sumbar: Statistik Kehutanan, Departemen Kehutanan

berguna bagi generasi sekarang dan
harus diwariskan pada generasi-generasi

yakni akhir tahun 1960-an dan ditandai
dengan pemberlakuan UU No.1 tahun

berikutnya (intergenerationalequity). Dalam
konteks industialisasi dengan penekanan
tujuan ekspor, eksploitasi sektor kehutanan
sebaiknya dirancang untuk memakmurkan
masyarakat dan menjamin kelestarian
hutan. Sistem eksploitasi sektor kehutanan
pada dasamya dijalankan melalui sistem
HPH yang mengandalkan pemaodal
swasta. Strategi investasi dan eksploitasi
di sektor kehutanan tercermin dalam
daftar keputusan yang dapat dibagi
dalam beberapa siklus yang mencermin-
kan strategi dan kebijakan implementast
industrialisasi di sektor kehutanan.
Kebijakan pemanfaatan dan perlin-
dungan hutan (Lampiran 1) dapat dibagi
dalam empat episode. Episode pertama,

1967 dan UU No6 tahun 1968, Episode
ini dikatakan sebagai episode awal
eksploitasi hutan Indonesia yang ditandai
oleh dimulainya intensitas pemanfaatan
hutan Indonesia dengan membuka
peluang bagi modal swasta asing dan
domestik. Undang-undang ini diikuti oleh
terbitoya surat keputusan {SK} Menteri
Pertanian dan SK Dirjen Kehutanan yang
memberikan hak bagi swasta dalam
pengusahaan hutan berupa HPH. Dengan
UU dan SK ini, kegiatan eksploitasi hutan
bergeser dari wilayah Jawa (hutan jati) ke
Juar Jawa (hutan alam). Saat ini wilayah
luar Jawa bahkan telah menjadi basis
pembangunan sektor kehutanan,
Episode kedua, yakni pada tahun
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1970-an, disebut sebagai episode penataan
sistern dan mekanisme eksploitasi hutan,
Hal ini dapat dilihat dari pembentukan
kebijakan kehutanan yang dicirikan oleh
adanya aturan tentang tata cara pema-
nenan sumber daya hutan, yaitu penetapan
kawasan praduksi hutan, rencana karya
pengusahaan hutan (RKPH}, tebang pilih
dan tebang habis (TPPA, THPA, THPE, TP
dan TPTI). Dalam periode ini pula, dipan-
dang dari sisi konsep kebijakan, arah
pemanfaatan hutan tampak berusaha
dipertautkan dengan arah perlindungan
hutan untuk bersama-sama bergerak
menuju pemanfaatan hutan yang lestari,
Keadaan ini tampaknya juga bertalian
dengan mulai mengemukanya isu-isu
lingkungan dalam pemanfaatan sumber
daya kehutanan.

Episode ketiga, tahun 1980-an,
disebut sebagai episode industrialisasi
hutan dan pengendalian rente hasil hutan,
Dari sisi industrialisasi hutan episode ini
dicirikan oleh introduksi hutan tanaman
industri {HT1), sedangkan di sisi pengen-
dalian rente mulai terdapat upaya untuk
memungut dana reboisasi (DR) dan dana
jaminan reboisasi pengelola hutan (DIRPH),
pajak ekspor kayu (kayu olahan dan kayu
bulat/gelondongan) serta iuran hasil
hutan (IHH). Dalam periode ini terlihat
bahwa Pemerintah berupaya untuk turut
menarik marifaat dari kegiatan eksploitasi
hutan oleh kalangan swasta. Pada saat
yang sama dilakukan pula pelebaran
sumber-sumber produksi hutan melalui
introduksi hutan tanaman industri.

Episode keempat, yakni tahun 1990~
an, dinyatakan sebagai episode integrasi,
baik di sisi industri, pembangunan daerah
maupun pelibatan masyarakat lokal. Di sisi
industri, keterkaitan industri kehutanan

hulu-hilir, penyertaan modal pemerintah
dan kerjasama operasi swasta-pemeriniah
mulai diancangkan menjadi bentuk inte-
grasi industri. Sementara iw, pemba-
ngunan daerah juga mendapat porsi
perhatian dalam bentuk pengelolaan
kawasan hutan lindung, transmigrasi HTI
ataupun pen-jualan hasil produksi HPH
ke pasar lokal sebagai wujud integrasi
pembangunan kehutanan dan pemba-
ngunan daerah.

Pelibatan masyarakat lokal dituang-
kan dalam bentuk pembinaan masyarakat
oleh HPH, pemungutan hasit hutan oleh
masyarakat hukum adat serta penanganan
perambah hutan dan perladangan ber-
pindah sebagai manifestasi integrasi
pembangunan kehutanan dan masyarakat
setemnpat. Selebihnya, kebijakan-kebijakan
pada periode 1990 hingga sekarang
merupakan lanjutan dari kebijakan periode
sebelumnya yaitu rente, industrialisasi
hutan dan penataan mekanisme.

Kebijakan Pemerintah tarmpaknya
mengarah dan bertujuan meningkatkan
penerimaan ekspor non migas dari sektor
kehutanan. Kebijakan pada periode ketiga
dan keempat, yang berisi percepatan
pungutn pergusahaan hutan, menguatkan
pemyataan diatas. Seperti telah dijelaskan
di depan, industrialisasi sektor kehutanan
tidak terlepas dari konsep industrialisasi
subsitusi impor (i5]) yang mendasarkan
pengembangan industri pada kerangka
keterkaitan industri hulu dan hilir.
Industri hulu adalah industri pengolahan
kayu dan terkait dengan pemilikan HPH
{misalnya pfywood dan puip), sedangkan
industri hilir {misalnya kertas) adalah
industri pengguna kayu olahan menjadi
produk akhir {Tambunan 2002).

Strategi investasi dalam rangka
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menderong industrialisasi tercermin
dengan dikeluarkannya peraturan yang
dituangkan dalam SK Menteri Kehutanan
No.20/Kpts-I1/1983 dan diikuti Peraturan
Pemerintah No.7 tahun 1990%. Peraturan
ini mengharuskan pemilik HPH membangun
industri pengolahan terpadu secara
vertikal fvertically integrated wood proces-
sing industries). Argumen yang digunakan
pada saat itu berpijak pada perlunya
peningkatan efisiensi dan daya saing
bagi produk industri kayu. Industri yang
terintegrasi dinilai lebik baik sehingga
terbangunlah strategi industri subsitusi
impor berbasis usaha besar. Kondisi ini
mendorong pengusaha cenderung
memilih melakukan investasi pada industri
pengolahan kayu dengan muatan tekno-
logi pengalahan yang padat modal dari
pada padat karya.

Kebijakan investasi tersebut, di sisi
penyediaan bahan baku (supply of raw
material fogs) telah membatasi persya-
ratan pasar kayu bulat (no market or
incomplete). Akibatnya, HPH berskala
menengah dan kecil yang tidak memiliki
industri pengolahan terpadu terpaksa
menjual kayu bulat kepada pemilik HPH
berskala besar. Kebijakan yang melarang
ekpor kayu bulat di satu sisi dan men-
dorong investasi industri terpadu di sisi
lainnya membuahkan tiga hasil dalam
ekonomi sektor kehutanan, yaitu: [1]
industri kehutanan dengan cepat bergerak
menjadi industri padat modal (capital
intensive industrias), [2] terbentuknya
konglomerasi usaha besar berbasis
pengumpulan HPH, dan [3] hilangnya
mekanisme pasar kayu bulat.

Selain ity, sistem perijinan memberi
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kesempatan kepada pengusaha besar
untuk membangun posisi oligomoncpsanis.
Akibatnya, harga kayu tegakan {(stamped
value} menjadi jauh lebih rendah dari hasil
intrinsic value atau harga pasar kayu bulat
yang seharusnya. Faktor perbedaan harga
ini mendatangkan keuntungan melimpah
bagi pemilik industri dan akhirnya men-
dorong eksploitasi kayu bulat berjalan
lebih cepat. Sementara itu, usaha reboisasi
atau penanaman kembali tidak berjalan
sesuai harapan. Lebih jauh lagi, perbe-
daan antara harga kayu bulat di dalam
negeri dan luar negeri secara langsung
berpengaruh terhadap dua kegiatan yang
merugikan yaitu pembalakan kayu ilegal
fiflegal fogging} dan penyelundupan.

frreversibifity dan KerusakanTanah
Kehutanan

Area tanah kehutanan dalam jutaan
hektar kini telah berubah menjadi tanah
tertutup alang-alang yang tidak produktif.
Tanah ini merupakan tanah kehutanan
yang tidak pernah dapat dikembalikan
{irreversible} ke kondisi ekosistem hutan
semula melalui reboisasi. Konversi lahan
hutan menjadi lahan perkebunan dan
penggunaan [3in di sektor pertanian dan
non:pertanian dapat dikategorikan sebagai
perubahan yang bersifat frreversible. Akan
tetapi dari sudut kesehatan lingkungan,
hal tersebut dinilai sebagai alternatif yang
lebih baik karena adanya kompensasi
ekonomi yang selanjutnya bisa dituntut
adanya pengendalian dalam menjaga
kondist lahan dari kerusakan yang parah.

Kunci dari terjadinya frreversibility di
atas sebenarnya terletak pada penge-
lolaan kelembagaan perijinan (jumlah

Dipertegas 5% Nc.320/Kpts-11/ 1986, SK NoA07/Kpts-1/ 1989 mengenal mekanisme reboisasi dan pemudaan

hutan produksi yang dikenal dengan Hutan Tanaman Industri {(HT)).
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industri dan kapasitas usaha) yang tidak
bijaksana dan tidak hati-hati. Sangat
mungkin bahwa perijinan HPH dan
industri telah melahirkan beragam industri
yang bersifat sangat konsumtif terhadap
penggunaan bahan baku kayu seperti
tercermin dalam tiga produk utama
industri kayu yaitu kayu lapis (plywood),
pulp dan kertas, serta penggergajian kayu.

Masalah lain adalah tingkat konversi
lahan hutan dan kegiatan ekspansi areal
perkebunan di kawasan hutan, dari
wilayah Sumatera beralih ke wilayah
Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya
{(Papua). Konversi lahan ini sangat mungkin
mencerminkan pandangan pengusaha
yang sangat myophic dan melihat sebatas
jangka pendek. Pemberian HPH seluas
tebih dari 38 juta ha (luas kensesi HPH
sampai tahun 2000) dan pemulihannya
melalui penghutanan kembali tidak akan
lebih menguntungkan dibandingkan
kegiatan konverst menjadi perkebunan,
karena perkiraan harapan hidup pengu-
saha dan usahanya tidak sampai sejauh
itu. Pendapat ini bukanliah sikap anti
pembangunan perkebunan, tetapi ingin
rmenunjukkan bahwa sistemn insentif dari
mekanisme pasar lebih berperan dalam
pengambilan keputusan pengusaha. Inilah
sebenarnya alasan mengapa usaha hutan
skala kecil kurang menguntungkan dan
pemiliknya selalu berinisiatif mengubahnya
menjadi usaha pertanian yang lebih
memberikan jaminan pada pendapatan
dan kesejahteraan. Oleh karena itu,
restrukturisasi dan kebijakan down sizing
industri pengolahan sektor kehutanan
menjadi faktor kunci.

Masalah kelembagaan lain yang
dapat merusak tanah kehutanan adalah
masalah perijinan tambang di bawah

tanah hutan produksi atau hutan lindung
sehingga menambah kerumitan upaya
pelestarian hutan lindung dan produksi.
Ketidakmapanan kelembagaan hukum
kepemilikan dalam hal eksploitasi tanah
hutan menunjukkan dimensi kelemahan
dan keterbatasan Departemen Kehutanan
dan lembaga lain dalam pemerintahan
yang berpengaruh dalam pengambilan
kebijakan pengelolaan hutan lestari,
Juridiksi kewenangan kehutanan telah
membuat posisi lembaga Departemen
Kehutanan menjadi sangat terbatas
sehingga tidak mampu mengatasi segala
permasalahan yang terjadi pada sektor
kehutanan di Indonesia. Kerja sama
antardepartemen juga belum efekif.

Bias ke Usaha Skala Besardan Fenomena
Missing of the Middle

Krisis ekonomi memberikan dampak
pada terjadinya perubahan struktur
usaha di industri sektor kehutanan.
Jumlah industri pengolahan kayu ber-
skala kecil berkurang meski penurunan-
nya tidak terlalu besar. Sementara itu,
jumlah industri berskala besar justru
bertambah. Hal yang menarik adalab
bahwa penggunaan kapasitas produksi
justru menunjukkan hal sebaliknya.
Meski jumlah unit usahanya menurun,
penggunaan kapasitas preduksi pada
industri skala kecil tidak mengalami
penurunan yang besar seperti yang di-
alami oleh industri kehutanan berskala
besar. Usaha besar jelas lebih memilib
mempertahankan usahanya meskipun
pemanfaatan kapasitas indutrinya
menurun.

Struktur industri menurut skala
usaha, sebagaimana disajikan pada Tabel
4, menunjukkan bahwa konsentrasi
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industri skala usaha besar meningkat
sedangkan usaha kecil menengah
menurun, Tidak ada suatu penjefasan yang
meyakinkan mengenai kondisi tersebut.
Tetapi, faktor kekuatan harga kayu yang
terdistorsi akibat ketidaksempurnaan
pasar, biaya operasional pungutan resmi
dan liar yang semakin meningkat, serta
penguasaan yang lemah terhadap pasar
produk kayu, diduga telah menyumbang
terhadap kondisi di atas. Usaha-usaha
berskala besar berperan dalam pemben-
tukan harga {price leader firms} dan memi-
liki mobilitas lebih tinggi untuk pindah
darij satu pasar ke pasar lain di dalam dan
luar negeri termasuk melakukan ilfegal
fogging, sehingga usaha skala besar
semakin menguasai pangsa pasar kayu
dan non kayu. Restrukturisasi sektor in-
dustri membutuhkan kebijakan pasar per-
saingan untuk mengatasi masalah ini.
Dengan kata lain, regim akses IKM yang
bergerak dalam pengolahan kayu harus
dibuka terutama untuk memperoleh
bahan baku.

Aspek kedua yang cukup menarik
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dalam struktur industn kehutanan adalah
sedikitnya entitas industri skala menengah
seperti Ledlihat pada Gambar 1. Berbeda
dengan struktur usaha secara umum {yang
memiliki proporsi jumlah usaha skala kecil
dan mikro lebih besar dibanding usaha
menengah dan besar), proporsi usaha
berskala menengah pada industri kehu-
tanan justru lebih kecil dibandingkan
usaha kehutanan skala kecil dan besar.
Situasi ini di kenal dengan istilah missing
of the middle dan diduga menjadi salah
satu pemicu terjadinya kesenjangan
dalam pemanfaatan hasil hutan antar-
skala usaha, serta terjadinya dominasi
usaha besar dalam industri kehutanan
dan ekploitasi sumber daya hutan.
Padahal, proses industrialisasi memer-
lukan keterkaitan {finkages) yang cukup
kuat antara industri skala kecil, menengah
dan besar. Kenyataan ini menunjukkan
adanya struktur pasar industri menengah
yang kurang kompetitif {akibat dominan-
nya usaha besar) melalui praktek koneksi
serta lobi politik dan uang dalam peman-
faatan hutan. Akibatnya tekanan lerhadap

Tabela.
Banyaknya Industri Pengolahan Kayu menurut Skala Usaha
. . Kedl Menengah Besar Total
Jenis Industri 9

1996 | 2000 | 1996 | 2000 | 1996 | 2000 | 1995 | 2000
Penggergajian dan Pengolahan 501 428 139 nz 234 235 874 780
layu
Indusiri pintu, kusen dsb.dari kayu 144 136 56 63 o2 12 252 ERN|
Industri phywood 15 8 5 2 13 112 133 122
ndustri vener, woodplex B 5 2 3 29 12 39 40
dan sejenisnya
Indusiri Pulp 5 24 8 1 17 18 1] 53
Towl 693 601 210 196 485 509 | 1388 | 1306

Sumber :Survel industri menengah dan besar, BPS (dialah)




Restrukturisasi industri Kehotanan Menuju industri Hutan Berbosis IXKM di indanesio (Mangara}

hutan menjadi semakin besar akibat
semakin sulitnya mengontrol kegiatan
eksploilasi dalam industri sektor kehutanan,

RESTRUKTURISASI DAN INDUSTRIALISAS!
BERBASIS IKM

Proses restrukturisasi menuju
industrialisasi berbasis industri kecil dan
menengah (IKM] dapat bertolak dan
ditempatkan dalam kerangka kekuatan
penawaran (supply) dan permintaan
{demand). Disisi penawaran, sektor kehu-
tanan berperan sebagai penyedia bahan
baku industri dan penjaminan keterse-
diaan air dan lingkungan sehat, sedangkan
di sisi permintaan mencakup entitas
industri (bisnis) yang melakukan eksploi-
tasi dan memanfaatkan kekayaan hutan,
Argumen industrialisasi di sektor kehu-
tanan dari sudut pandang ekonomi
bertujuan mengubah elastisitas produk
kayu bulat (fog) dan hasil hutan lain menjad:

barang yang terclah dan memiliki
elastisitas produksi (value added) yang
lebih tinggi. Tabel 1 dan Tabel 3 menun-
jukkan nilai ekspor furnitur Indonesia
yang senantiasa meningkat meski dalam
masa krisis ekonomi. Hal ini menunjukkan
bahwa pemanfaatan kayu menjadi produk
bernilai ekspor tinggi sangat terbuka bagi
industri furnitur skala menengah dan
kecil. Dalam konteks ini maka rekonstruksi
strateqi industrialisasi berbasis industri
skala menengah dapat menjadi pilihan
bermata dua dan rasional, sesuai dengan
implermentasi desentralisasi saatini, yaitu:
[1] pengembangan industri pengolahan
kayu menengah dan kecil akan dapat
lebih mengakar dalam menggerakkan
ekonomi lokal dan menciptakan lapangan
kerja baru, dan [2] berperan mengurangi
tingkat penebangan hutan dari tingkat
yang ada sekarang.

Gambar 1
Perbandingan Jumlah Unit Usaha menurut Skala Usaha pada Industri
Fengolahan Hasil Hutan

100 %

0%

40%

20%

I.amr 3 Merangan .l‘-mll

Sumber : Survei Industri menangah dan besar, BPS (diolah)
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Land Lord Absenteeism Phenomenon

Semenjak kesempatan investasi
swasta dalam kepemilikan HPH dibuka
pada tahun 1968, Pemerintah seharusnya
menyadari tugas dan tanggung jawab
konstitusi dan institusi dalam menjaga
kelestarian hutan sesuai amanat UUD
1945 pasal 33 yang berbunyi: “Pemerintah
adalah penguasa atau pemegang hak
atas kekayaan dalam bumi, air,dan lainnya®
Namun pada kenyataannya, Pemerintah
secara konstitusi dan institusi justru
mengambil keuntungan dari kegiatan
eksploitasi hutan oleh perusahaan swasta.
Pemerintah tidak melakukan monitoring
dan pengawasan terhadap berbagai
kegiatan eksploitasi yang merusak hutan.
Kegagalan Pemerintah dalam mengontrol
kinerja BUMN dan badan usaha milik
swasta melalui HPH diperparah dengan
adanya land lord absenteeism phenorenon
yaitu pengabaian pengelolaan hak atas
lahan yang menjadi tanggungjawabnya.

Salah satu contoh land ford absen-
reeism oleh negara (sebagai pemilik Iahan)
dalamn pengelolaan SDA adalah ketika krisis
ekonomi terjadi 1997, pemegang HPH
menjadikan HPHnya sebagai aset jaminan
atas hutang-hutangnya di Badan Penye-
hatan Perbankan Nasional {BPPN}. Sebanyak
60 persen aset kehutanan yang ada di
tangan sejumlah pengusaha besar (kong-
lomerat) bermasalah dijadikan jaminan
atas hutang-hutangnya di BPPN dan
dipindahtangankan melalui penjualan aset
tersebut ke pihak lain untuk mengem-
balikan uang negara. Padahal, aset kehu-
tanan seharusnya dikeluarkan teriebih
dulu dari total aset milik pengusaha sebe-
lum difadikan jaminan di BPPN.

Dart sisi konstitusi dan institusi, aset
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tersebut seharusnya dikuasai negara dan
tidak diperjualbelikan apalagi dengan
harga jual yang sangat rendah. Argumen
ini sangat luas digunakan sebagai usaha
advokasi untuk tujuan memisahkan
kegiatan eksploitasi hutan dari prinsip
melaksanakan hutan lestari. Dalam kaonteks
masalah kelermbagaan ini, perlu pene-
gasan kembali bahwa selain tugas
mendefinisikan HPH dan status pernilikan
HPH oleh swasta atau BUMN, Pemerintah
juga bertanggung jawab atas kelestarian
sumber daya alam dan lingkungan.
Dalam menjalankan peran pengelolaan
hutan selama ini, bobot tanggung jawab
Pemarintah tampaknya lebih banyak pada
aspek produksi serta sedikit sekali dalam
menjalankan fungsinya untuk melindungi
kelestarian hutan dan lingkungan.

Melemahnya peranan institusi serta
memburuknya kondisi dan kinerja sektor
kehutanan memunculkan pertanyaan
apakah pengelolaan sumber daya kehu-
tanan sebaiknya diserahkan kepada usaha
milik swasta atau kepada usaha milik
pemerintah? Pengalaman dalam dua deka-
de atau lebih, kinerja badan usaha milik
swasta dan badan usaha milik negara
{BUMBN) tidak cukup baik dalam mem-
bangun sistem eksplaitasi hutan yang
lebih menjamin terpenuhinya prinsip
hutapn lestari. Secara teoritis BUMN seha-
rusnya lebih baik dibanding swasta
karena Pemerintah lebih mudah dan
langsung melakukan pengawasan terha-
dap kegiatan eksploitasi hutan yang
dilakukan BUMN,

Namun ampaknys, Pemerintah meng-
hadapi dilema karena perilaku BUMN
tidak menawarkan kondisi yang lebih
baik dibanding usaha milik swasta.
Menghadapi dua pilihan buruk ini,

i BT T
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berbagai L5M di Indonesia mengusulkan
cara pengelotaan partisipatif oleh komunitas
sektor kehutanan di tingkat lokal. Semua
kandisi ini mengharuskan kita kembali
menelaah definisi dan steuktur kepemilikan
tanah hutan. Masalah sektor kehutanan
yang terjadi ini berakar pada beberapa
kelemahan yaitu: [a] not very well defined
market of property rights on the lorestland and
forest itself, [b] strategi industrialisasi
sektor kehutanan berjalan tidak sesuai
dengan prinsip hutanleskari, dan [¢] kajian
informasi mengenai pengelolaan hutan
(apakah sebaiknya dikelola langsung oleh
negara atau oleh swasta) belum dikuasai
sepenuhnya.

Reformasi Kelembagaan

Kelemahan mendasar dalam eks-
ploitasi hutan produksi saat ini adalah
ketidakmampuan Pemerintah dalam
membangun kelembagaan yang credible,
accountable dan efektif di tingkat nasional
dan daerah untuk melakukan penga-
wasan. Kelemahan tersebut terletak pada
tidak adanya faw enforcement dengan
sistem peradilan yang kuat dan bersih
dari korupsi, dan keputusannya tidak
dapat dibelokkan. Saat ini hukum tidak
mampu berperan dalam menciptakan
sektor kehutanan yang sehat karena
pembagian HPH sejak awal telah dida-
sarkan pada kekuatan lobi, uang dan
politik, Kelemahan kelembagaan disebab-
kan tidak berjalannya sistern reward and
punishment yang dipercaya mampu
mengawasi badan usaha swasta maupun
BUMN dalam mengelola sumber daya
hutan.

Pengawasan terhadap kegiatan
eksploitasi hutan sangat sukar dilakukan
pada era desentralisasi di sektor kehutanan.

Sebagai contoh, sejumlah peraturan
pengelolaan hutan di Indonesia yang
ditujukan untuk menjaga kelestarian
hutan, misalnya Tebang Pilih Indonesia
{TPI), kinerja pelaksanaannya tidak dapat
dievaluasi secara cermat. Selain masalah
kehutanan yang sering muncul dalam
pengelolaan sumber daya hutan, yaitu
illegal logging, penyelundupan dan
deforestisasi, masalah lain yang sering
muncul adalah inkonsistensi kebijakan di
tingkat Pemerintah Pusat yang disebabkan
pergantian menteri. Pelarangan ekspor
kayu bulat dicabut, tetapi kemudian diber-
lakukan lagi. Akibatnya, terjadi ketidak-
pastian dalam pengelolaan hutan secara
nasional. Kelemahan kebijakan yang
bersifat kelembagaan ini telah terjadi
bertahun-tahun dan telah menciptakan
ketidakpastian bagi birokrasi di tingkat
bawah, yang pada akhirnya memper-
besar risiko dalam investasi. Kotak 1 beri-
sikan contoh kasus inkonsistensi kebijakan
di sektor kehutanan yang berpotensi
menimbulkan masalah berkaitan dengan
wewenang pemerintah daerah daiam
pemberian jjin.

Pada aspek lain, kapasitas kelem-
bagaan birokrasi kehutanan di tingkat
menengah ke bawah terutama di daerah
belum cukup kuat untuk dapat melak-
sanakan pengawasan lerhadap pengu-
saha besar dalam kegiatan eksploitasi
hutan. Kondisi tersebut diperburuk oleh
adanya kelebihan kapasitas industri
pengolahan kayu (over development on
wood industriol capacity) seperti terlihat
pada Tabel 2, sehingga pembalakan kayu
ilegal lebih mudah terjadi dan bahkan
merambah hutan lindung dan taman
nasional. Sampai saat ini tidak ada satu
jaminan kepastian dalam pemberian dan
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Kotak 1
Inkonsistensi Kebijakan Kehutanan

Salah satu kasus mosalah kelembagaan detam sektorkehutanan adalah adanyainkonsistensi
dalam kebijokan eksploitasi hutan. Padd awalnya, pemerintah daerah diberi hok memberijjin
HPH. Karena terjadipenyimpangan dalam penggunaan dan pengelofaan huton, Deporternen
Kehutanan kemudian mencabut wewenang tersebut. Walau Departemen Kehutanan memiliki
hak untuk melakukannya, pencobutan itu dinilai tidok fair ofeh daerah koreno doerah menitai
dirinya lebih mompu mengelola hutanlestari,

Kalauditelaah lebih mendalom, mengelola hutan dalam satuan-sotuanlebih kecil [down sizing
HPH} sebagai suatu unit usaha secara ekonornis memang tidok menguntungkon. Pemegang
HPH secara cepat akon mengambil seluruh potensiproduk hutan yang ada dan kemudiandalam
jangkawalktupendek menkonversinya ke penggunaaniain. Terlepas dari masaloh ini, walaupun
Departemen Kehutanan mencabut wewenang itu kembali, kosus ini menunjultkan perlu
diletakkannyo rancangbangun model penataan kelembagaan hubungan pemerinteh nosional
dengan pemeriniah daerah. Arah reformasi kelembagaan dibidong ini adaloh harus ada hak
mengelola pada satuan luas dalarn hal tanggung jawaeb dan keuntungan daeroh (provinsi dan
kabupaten} atas sektor kehutanan dalam menghidupkan ekonomi lokal di daerah. Dalam
penataankelembagaan, rancangbangun dopatdiarahkan dengan odanyapembedaanhak hutan
pemerintehnasionol dan hak hutan pemerintah daeroh,

Tidak ada aloson kuat untuk menyatakan Departemen Kehutananloh yang kompeten dalam
mengelala hutan. Selamaini daerah tidakpernah secamfe.'as dapat membagikeuntungan
sosial atas sebuah wilayan hutan. Seldadyo (2002) menunjukkan tidokada hubungan antara
eksploitasi hutan dan pengurangan kemiskinan didaerah. Untuk mewujudkan hutan festardi
era desentralisasiini, daerah haruslebih disiapkan untuk meningkatkon tanggungjowob dalam
pengelolaan hutan dengan pembagian keuntungan sosial antara daerah dan pusat.

pencabutan lisensi terhadap industri.
Sebagian pemegang hak industri telah
menjalankan industri tanpa memegang
prinsip hutan lestari. Dalam kondisi
ketidakpastian dalam tingkat pengem-
balian investasi akibat tingginya sunk cost,
pengusaha akan berusaha mengeks-
plottasi hutan secepat mungkin. Kapasitas
industri terpasang yang besar dan
ketidakpastian secara kelembagaan
merupakan faktor insentif yang mendo-
rong pemilik HPH dan industri besar

3

dalam jangka pendek berusaha sekuat
tenaga memanfaatkan kayu tebangan
baik secaralegal maupunilegal. Pengusaha
besar, karena tidak adanya pengawasan,
menjadi pemain utama di pasar gelap
perkayuan® termasuk melalui cara-cara
yang melanggar koridor hukum positif-

Paparan di atas menunjukkan
bahwa dimensi masalah kelembagaan,
yakni rufe of law and rule of the garme di sisi
pengelolaan (supply side) tidak berjalan
sehingga kontribusinya terhadap kinerja

Pernbicaraan saya dengan ahli-ahli kehutanan menuurkan keadaan ini sangat luas.
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sektor kehutanan tidak optimal. Jika ini
dapat diterima, maka restrukturisasi di
sektor kehutanan dalam pembangunan
industri yang mengikutinya harus padan
dengan reformasi kelerbagaan. Targetnya
adalah penataan ulang di sisi penawaran
kelembagaan HPH, usaha rakyat, hingga
industri. Kalau ini diletakkan dalam teori
Nec-institutionalism {North 1590), restruk-
turisasi yang dipandu oleh “how to get
institutional right”menjadi sangat mendesak
baik dalam kebijakan kekuatan di sisi
penawaran maupun kebijakan industri
kehutanan di sisi permintaan.

Kebijakan industrialisasi nasional
selama masa pemerintahan Orde Baru,
mengilhami strategi industrialisasi dan
pembangunan di sekior kehutanan.
Penekanan konsep industri hulu-hilic
dalam subsitusi impor (51) memberi ruang
bagi Departemen Kehutanan untuk
mendahulukan perijinan HPH untuk
industri yang terintegrasi secara vertikal,
Pengusaha dan industri besar dengan
HPH besar segera mengambil kepemim-
pinan dalam industrialisasi harga. Krisis
ekonomi memberi pelajaran bahwa usaha
besar ternyata sangat rapuh menghadapi
gejolak ekonomi pasar global dan tidak
dapat memberi jaminan terhadap proses
industrialisasi yang berkelanjutan karena
industri besar sangat kaku menghadapi
perubahan.

Faktor lain yang membuat tingkat
pemoiongan kayu bulat begitu cepat
adalah adanya tekanan makro di bidang
finansial yang dihadapi oleh usaha besar
(yang menguasai 60 persen aset hutan)
yakni bunga yang sangat tinggi. Tekanan
ini mendoreng industri kayw dan olahan kayu
padat modal untuk memilih memper-
cepat cicilan modal dengan cara mempei-

cepat melakukan ekploitasi hutan. Namun
tindakan ini tidak meningkatkan daya
serap tenaga kerja di tingkat lokal
sehingga rasic modal terhadap tenaga
kerja tetap tinggi. Akibatnya jumlah
pengangguran yang sempat melonjak
akibat krisis ekonomi tidak berkurang.

Bertolak dari kondisi ini, diperlukan
strategi industri baru yang mampu
mengurangi konsumsi kayu sekaligus
mengembangkan konsep hutan lestari,
Argumennya adalah tingkat penebangan
hutan akan menurun karena konsumsi
kayu olahan menurun. Sebenamyaargumen
downr sizing didasarkan pada premis ini
dan Indonesia harus meninggalkan posisi
leading exporter untuk produk kayu lapis
terutama karena alasan bahan baku yang
menipis. Semua kondisi tersebut membuk-
tikan bahwa industri pengolahan sektor
kehutanan tidak pernah berakar dan tidak
mampu menghidupkan kegiatan ekonomi
lokal, Tidak ada bukti bahwa sumbangan
sektor kehutanan yang cukup tinggi secara
agregat di daerah berhasil mengangkat
masyarakat penduduk sekitar dan di dalam
hutan dari kondisi kemiskinan.

Masalah utama yang dihadapi daerah
adalah tdak adanya kaftan manfaat ekonomi
yang jelas antara komunitas yang tinggal
di sekitar dan di dalam hutan. Selama ini
fungsi dan peranan hutan menjadi ber-
manfaat bagi ekonomi makro, namun
tidak demikian kuat di tingkat lokal atau
mikro. Strategi industrialisasi berbasis
IKM, baik itr dalam memanfaatkan jasa
lingkungan kerupa eco-tourism maupun
hasil-hasil hutan berupa industri kayu
dan non kayu skala kecit menengah akan
dapat lebih meningkatkan dan
memperkuat fungsi hutan terhadap
perekonomian daerah.
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Dari kenyataan yang dipaparkan di atas,
sangatlah beralasan mengusulkan strategi
kebijakan industrialisasi yang bersifat
mengaitkan kehadiran kegiatan ekonomi
dalam hutan di suatu daerah dengan
peningkatan pendapatan masya-rakat
lokal dan pengurangan kemiskinan.
Walaupun program kehutanan sosial
(social forestry) telah dilaksanakan, pada
kenyataannya sektor kehutanan tetap
tidak begitu peduli dengan ketertinggalan
dan kemiskinan di sekitarnya (Seldadyo,
et.al. 2002). Tidak ada jalan lain bagi
Pemerintah selain metakukan restruk-
turisasi industri, termasuk melakukan
down sizing industri, dan mempertahankan
hutan lestari. Langkah ini perlu dimulai
dari reformasi kelembagaan yang men-
dasar untuk menjalankan berbagai per-
aturan dan perundang-undangan di sektor
kehutanan secara konsekuen dan
konsisten.

Berangkat dari kondisi dan perma-
salahan sektor kehutanan nampaknya
Pemerintah akan mengalami kesulitan
dalam mengatur atau memperlambat
arus permintaan terhadap bahan baku
kayu untuk memenuhi kapasitas industri
terpasang. Akibalnya, terjadi kesenjangan
yang semakin besar antara penawaran
dan permintaan kayu bulat. Pada tingkat
kapasitas industri penuh (100 persen),
kelebihan permintaan kayu jach melebihi
25 jura m* per tahun sehingga Pemerintah
harus melakukan pengendalian di sisi
permintaan melalui restrukturisasi industri
agar kelestarian hutan tetap terjaga.

Sampai saat ini tidak ada kebijakan
yang mampu secara efektif mengendalikan
permintaan terhadap hasil hutan produk
kayu dan non kayu. Manajemen sisi
permintaan jauh lebih sulit dibanding
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manajemen sisi penawaran karena aspek
permintaan selalu terkait dengan kondisi
palitik selain ekonomi dan bisnis, Misalnya,
penutupan industri kayu akan menim-
bulkan pengangguran. Argumen ini sering
dipakai dalam mempertahankan kebijakan
status quo, risalnya dengan melakukan
pencabutan hak 18 HT) belakangan ini.
Untuk mengenali masalah ini lebih jauh,
perlu dilakukan analisis terhadap bebe-
rapa faktor penentu di sisi permintaan
tersebut.

Sejalan dengan pregram pengga-
lakan industrialisasi nasional dalam
meningkatkan ekspor non-migas, Peme-
rintah mengeluarkan suatu keputusan
yang sangat dramatik dalam strategi
industri subsitusi impor {I151) di sektor
kehutanan yaitu larangan ekspor kayu
bulat termasuk rotan. Kebijakan ini
dimaksudkan untuk memperkuat sektor
industri manufaktur berorientasi non-
migas dengan penyedraan bahan baku
yang terjamin. Secara ekonomis, ckspor
non-migas komponen produk kayu
meningkat dengan pesat dan bahkan
Indonesia tercatat menjadi produsen
kayu lapis terbesar di dunia, diikuti oleh
pulp dan kertas. Adanya sikap optimis
Pemerintah akan kebechasilan industri
kayu dalam memberikan kontribusi yang
besar terhadap PDB ekspor non migas,
telah mendorong Pemerintah menetapkan
peraturan yang mewajibkan tiap HPH
memilikt industri pengolahan yang
terintegrasi secara vertikal sebagaimana
diatur dalam SK Menteri Kehutanan
No.684/Kpts-11/1993.

Dengan peraturan tersebut, pemilik
HPH yang tidak memiliki industri pengo-
tahan terpaksa menjual kayu dengan harga
sangat rendah. Paosisi industri besar
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menjadi kuat dalam berperan sebagai
penentu harga dalam mekanisme pasar.
Kekuatan ini didukung oleh Asosiasi
Panel KayuIndonesia (APKINDO) yang pada
saat itu menjadi kartel murni dan bemeran
besar dalam kuota pasar dan penentuan
harga. Akan tetapi, harga-harga ini sebe-
narnya under value terhadap kayu di pasar
internasional dan menjadi sumber des-
truksi sektor kehutanan karena sikap short
run myaphic pengusaha akan diwujudkan
dengan cara mencari keuntungan besar
dalam waktu singkat. Aspek kekuatan
permintaan inilah yang menentukan
tingkat pengembalian investasi yang
ditanam oleh industri besar. Brown (2001}
berpendapat bahwa harga kayu bulat
yang rendah akan disubtitusi oieh
pengusaha kayu lapis dengan perolehan
keuntungan yang berlimpah (windfall gainj.
Namun demikian, keuntungan berlimpah
ini tidak terdistribusi sesuai dengan asas
ekonomi misalnya melalui reinvestasi
kembali ke daerah atau melakukan upaya
kenservasi hutan,

Salah satu penyelesaian untuk
memperbaiki keadaan ini adalah meminta
pemerintah bekerja dengan manajemen
ekonomi pasar daripada arganized
market. Pedemannya adalah membangun
mekanisme pasar dalam ajaran teori Neo-
clasic “how to get price (of natural resource) is
rights” di sektor kehutanan. Untuk dapat
rmengurangi laju permintaan kayu bulat,
Pemerintah perlu melihat kembali
kemungkinan pembentukan dan pemi-
sahan pasar kayu bulat dengan peme-
gang HPH. Untuk tujuan ini sebaiknya
Pemerintah mengkaji ulang sistem HPH
dan memperkenalkan sistem lelang
{bidding system) kayu bulat dan hasil hutan
lain dalam pengelolaan hutan.

Mengurangi Kapasitas Industri
Terpasang

Upaya mengurangi kesenjangan
antara penawaran dan permintaan kayu
tertuang dalam fetter of intent (Lol) antara
Pemerintah Indonesia dengan IMF.
Pemerintah disarankan melakukan down
sizing industri sektor kehutanan. Alasannya,
kapasitas permintaan industri terpasang
sekarang tidak dapat lagi dilayani oleh
bahan baku hasil hutan. Kebijakan down
sizing dapat dicapai dengan cara: [1]
mengurangi jumlah industri pengolahan
kayu melalui larangan dan pencabutan
ijin pabrik untuk kawasan hutan yang
kondisinya telah memburuk, [2] mengu-
rangi kapasitas tiap pabrik pengolahan
kayu, dan (3} menghentikan pemberian
ijin pengolahan kayu. Walau cukup keras,
kebijakan pertama dinilai lebih mungkin
diterapkan.

Pernerintah, dalam hal ini Depar-
temen Kehutanan, hingga saat ini belum
rampu menjalankan program down
sizing industri kehutanan. Kondisi ini
diperburuk dengan kenyataan bahwa 60
persen aspek kapasitas industri terpasang
{termasuk HPH) telah diambil alih oleh
BPPN. Badan ini lebih memprioritaskan
keuangan negara daripada memikirkan
usaha menyelamatkan sektor kehutanan.
Secara teoritis, dalam keadaan aset
kehutanan berada di tangan BPPN, upaya
penyelamatan seharusnya lebih mudah
dilakukan. Namun kenyataannya Depar-
temen Kehutanan masih mengalami
kesulitan membangun suatu rasionalisasi
babwa penyelamatan sektor kehutanan
melalui BPPN adalah hal yang sangat
mungkin dilakukan asalkan ada komit-
men Pemerintah Pusat yang kuat terhadap
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sektor kehutanan. Di sisi ini, terlihat
muncul lagi gejala lond lord absentism
yang sangat menonjol.

Pembentukan dan penyempurnaan
pasar kayu bulat dan hasil hutan lainnya
sebaiknya berpedoman untuk mengurangi
kekuatan pasar oligomonopsont yang
saat ini dinikmati oleh puluhan usaha
besar yang menguasai aset kehutanan
lebih dari 60 persen, Harus diakui sistern
pasar persaingan sangat sukar terwujud
di sektor kehutanan. Masalah sektor
kehutanan dalam wujud no-maorket atau
incormplete market muncul karena kele-
mahan aspek kelembagaan dalam alokasi
sumber daya alam hutan. Kegagalan
menegakkan prinsip hutan lestari
tercermin dari kegiatan eksploitasi hutan
{melalui pemberian ijin HPH dan industri)
oleh usaha swasta dan BUMN yang
menunjukkan kinerja yang sama buruknya®.
Reaksi dan suara dari berbagai LSM
mengusulkan alternatif strategi yaitu forest
comraunily management and development.
Dalam pendekatan tersebut, partisipasi
masyarakat lokal (daerah) adalah hal
yang mutlak pertu dalam sistem eks-
ploitasi dan pemeliharaan hutan. Ini
harus diletakkan dalam satu rancang
bangun kelembagaan yaitu inisiatif lokal
dalarn konteks implementasi desen-
tralisasi.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Skenario pesimis yang dibangun
oleh tim peneliti Fakultas Kehutanan IPB
bersama-sama dengan Departemen
Kehutanan Rl menunjukkan bahwa
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kesenjangan produksi hasil hutan akan
semakin melebar dan sektor kehutanan
akan kehabisan kayu pada tahun 2015.
Namun hasil penelitian tersebut tidak
berhasil menunjukkan strategi industri
yang cocok untuk mempertahankan
prinsip hutan alam bestari (IPB dan Dephut
2000). Untuk menghindari kondisi kehu-
tanan yang semakin memburuk, Peme-
rintah harus bekerja ekstra keras dan ketat
dalam wacana kebijakan industrial yang
bekerja di sisi permintaan, yaitu melalui
reformasi di dalam struktur industri kayu
di Indonesia. Pernerintah sebaiknya tidak
mengandalkan industri yang sangat rakus
terhadap kebutuhan kayu dan mengha-
ruskan hutan tanaman industri agar
mampu menyadiakan bahan baku untuk
jangka panjang.

Pengambilalihan aset sektor kehu-
tanan dari pemegang HPH oleh BPPN
(sekarang PT Perusahaan Pengelola
Asset/PPA) dapat dijadikan momentum
dalam melangkah memasuki industriali-
sasi berbasis IKM. Ada dua bentuk inter-
vensi pemerintah yang dapat ditempuh
yaitu: [a] membiarkan dan mengikuti
prosedur yang telah ditetapkan BPPN
atau PPA, akan tetapi menghindarkan
penjualan aset kehutanan dari harga
rendah, dan [b] intervensi Pemerintah
(melalui beragam perijinan} untuk
mengeluarkan aset kehutanan dari BPPN
dan menangani pemhiayaannya. Bentuk
intervensi ini dapat menjadi cara bagi
Pemerintah untuk melakukan program
down sizing industri secara bertahap.

Kelemahan mendasar industriali-

Bandingkan dengan pengalaman di negara New Zeland menunjukkan se1elah dilakukan swasianisasi eksploitasi

hutan kemudian diambil alih pemesintah karena ditangan swasta hutan New Zeland tidak febih baik nasibnya. idiolog
yang sifatnya“institusi ini sangat penting“dalam pengelolaan huian di slsi permintaan akan basil hutan.
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sasi di sektor kehutanan adatah kealpaan
Pemerintah berupa fandlord abseistism
dalam mengelola sektor kehutanan
terutama dalam mengawasi kelestarian
hutan melalui pengaturan secara seim-
bang antara pasokan bahan baku dengan
permintaan industri, Keseimbangan
tersebut dibutuhkan karena pasokan
bahan baku yang menurun lebih cepat
dari kapasitas industri terpasang terbukti
telah menghancurkan sektor kehutanan
Indonesia. Untuk mengatasi kelemahan
ini, diperlukan reformasi melalui; [1]
penataan kelembagaan sistem eksploitasi
hutan, dan (2] restrukturisasi industriyang
mengutamakan skala menengah kecil
yang relatif dapat lebih menyebar di
daerah. Strategi industrialisasi berbasis
IKM merupakan pilihan yang tepat,
namun membutuhkan kekuatan kelem:-
bagaan (institusi} yang ditopang oleh
mekanisme pasar dengan kualitas
intervensi Pemerintah Pusat dan daerah
yang padu.

ljin industri pengolahan kayu dan
pemilikan HPH yang tidak menjalankan
prinsip hutan lestari secara bertahap
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COIGOI Cammilment 2000
SK Menhut No. 541/Kpt- 2002

1980-an: Episcde Indusirialisas] dan Rents Keppres

LANDASAN HUKUM LINGXLUIP KEBUJAKAN
1960-an: Eplsode Eloplosta]
UU No 11967 Penanaman Modal Aung
5K Meman NoS7/aM%7 Hak Koniesh Hutan
PP No. 2271567 * luran Hak Pengusahaan Hutan
* luran Al Huwan
= luran Hasil Hutan Tambahan
Ul Mo, 6 1568 Pensraman Modal Dalim Regerd

Hak Konkest Hutan
Hak Konsesl Hulan
Fedoman Umum Eksploalasl Hutsn

Kawatan Produksl HPH

P Laporan Penguskhaan Huln
Rencans Xarys Penguiahasn Hutsn

- Tehang Pidh dengan Permudaan Aam

»  Tebang Habls dengan Fermudaasn Alam
- Tebang Habls dengan Permudaan Buatan
+ Tebang filih Indoneals

- Tebang Pith Tanam Indanesla

Hak Pemunguian Hall Kutan

Dara Jami Reb | dan P daan Hutan
Penggunaan MHH univk Pembangunan Kehutanan Dacrah
Hutan Tanaenan Induitr

Petfindungan Hutan

Hutan Tanaman Industr

Krilerla HPH Tak Mamgu Melsk kan Reb | dan Parr

Hutan

HPH Tanaman Raun

Hutan Tanaman Industr

Sanksl a1ai Pelanggaran Eloplosias) Hutan

Metenluan dan Tate Cara Pemanfatan Xayu

Palak Ekipor Kayu Gergajlan

Izin Permanenan Kayu di atas Tanah Milik Masyarakat Setermpal

Hutan Tanaman Industr
Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung
Dana Rebolsayl

F F g oan Pembaglan turan Hasll Hnan

- Juklak Penyasluran Cana Reboasasl

= Peny I P intak

*  Pin} untuk Pembang HN

Ped Prlak T igrau HTI

lurars HPH Tansman Industd

Pambinaan kasyarakal olech HPH

Pajak Ekspor Kayu Buln

Kzlentuan Pemunguian Hasi! Hutan oleh Masyarakat Hukum Adal

dalam Argal HPH

Tats Usaha Hasil Hutan di Jaws

Penanganan Peramhbah Hutan dan Perladargan Berpindah (PHPE)

Bentuk Pemilkan dan Keierkaitan HPH dengan IPK Hulu

Kewajiban Perregang HPH Menyedakan dan Menjual Sebagh
Hasll Preduks| untuk Pembangunan Dazrah dan Masyarakal

Izn Pengusahaan Parmnsanz Alam

Ker) Operasi Pengusahaan Hutan BUMH dan Perusahaan
Swasta

Desentralitail dan Otonomi daerah

Uy Neh yang gacu koniep

Pembeniukan Komdie Antsr Departemen

Leret of Intent GORCG!

Kntena Standar Penjinan HEH




